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P UT U S A N 

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.W 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA WAMENA 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX (38 

tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN 

JAYAWIJAYA, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, 

sebagai Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Sorong, 13 November 1985 

(38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

sopir, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxxxx (Samping 

Lapas Wamena), xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 

yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Sabtu, 

tanggal 15 Oktober 2011 M, bertepatan dengan 17 Dzulqaidah 1432 H, 

yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan tercatat 

dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX Tertanggal 17 Oktober 2011;   

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah 

Perawan dan Tergugat Jejaka;   

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman 

bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan 

Tergugat berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, 

namun pada tahun 2018 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama 

dan tidak diketahui keberadaannya sedangkan Penggugat pada bulan 

Januari 2024 pindah ke Jalan Lokasi III sampai sekarang;   

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah 

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang  anak yang bernama XXXXXXX, tempat tanggal 

lahir Sorong, 13 Maret 2015 dan anak tersebut saat ini berada pada asuhan 

Penggugat;   

5. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat muncul 

perselisihan dan pertengkaran disebabkan :  

a. Tergugat sering pulang malam dan pulang pada pagi hari tanpa alasan 

yang jelas;   

b. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain;   

c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin 

sejak tahun 2018 sampai sekarang.  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yaitu Penggugat menegur 

Tergugat karena pulang pagi namun Tergugat malah marah dan berkata 

kepada Penggugat untuk mengurus diri masing-masing lalu Tergugat 

mengambil pakaiannya dan keluar dari tempat kediaman bersama serta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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memutus komunikasi dengan Penggugat dan anak Penggugat dan 

Tergugat sampai sekarang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri hingga 

sekarang;  

7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 

tanpa alasan yang jelas dan sah selama 5 (lima) tahun dan selama itu 

Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak 

diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia 

(GHOIB);  

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini;  

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/01/K-SP/I/2024. 

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Wamena cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 

ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

PRIMER : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)  terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

3. Membebankan biaya ini perkara kepada Negara;   

SUBSIDER : 

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Februari 2024 yang 

Disclaimer
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dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

melalui Radio Siaran Pemerintah RRI Wamena, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah; 

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak 

mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk 

berperkara secara cuma-cuma; 

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan 

Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 9 

Januari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas 

perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa 

secara prodeo atau cuma-cuma; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah 

mengajukan bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXX Nomor NIK 

XXXXXXX Tanggal 5 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;  

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX Tanggal 17 Oktober 

2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong 

Barat, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;  

B.  Saksi: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1.  XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 

tanggal 15 Oktober 2011 di KUA Sorong Barat Kota Sorong 

Provinsi Papua Barat;   

− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

di rumah kediaman bersama; 

− Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXX; 

− Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

pertengkaran;   

− Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

− Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang 

jelas, dan menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain 

(WIL), bahkan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun 

bathin sejak tahun 2018 sampai sekarang; 

− Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sudah 

tidak bersatu lagi;   

− Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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− Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri;  

− Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, karena 

Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

− Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah 

bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih 

baik bercerai saja; 

2.  xxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT 

PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 di 

KUA Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat;  

− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

di rumah kediaman bersama 

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXX; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. 

− Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan 

selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

bersatu lagi;   

Disclaimer
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− Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

− Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering 

meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan menjalin 

hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan tidak 

pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 

2018 sampai sekarang;   

− Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan 

dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak 

berhasil;  

− Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan 

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; 

− Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit mempertahankan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah 

bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;  

− Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah 

bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih 

baik bercerai saja;  

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang 

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Februari 2024 yang 

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

Radio Siaran Pemerintah RRI Wamena sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan 

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 

ayat (1) R.Bg. 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat 

muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang 

malam dan pulang pada pagi hari tanpa alasan yang jelas. Tergugat sering 

menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain. Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2018 sampai 

sekarang. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yaitu Penggugat menegur Tergugat 

karena pulang pagi namun Tergugat malah marah dan berkata kepada 

Penggugat untuk mengurus diri masing-masing lalu Tergugat mengambil 

pakaiannya dan keluar dari tempat kediaman bersama serta memutus 

komunikasi dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai 

sekarang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling 

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri hingga sekarang; 

 Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan 

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

 Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil 

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 

orang saksi. 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan 

Akta Nikah) merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 

1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata 

terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan 

Agama Wamena, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan 

telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat 

dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Oktober 

2011; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil 

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, 

sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan 

rumah tanpa alasan yang jelas, dan menjalin hubungan asmara dengan Wanita 

Idaman Lain (WIL), bahkan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun 

bathin sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula 

keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 
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1. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering 

meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan menjalin hubungan 

asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan tidak pernah memberikan 

nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2018 sampai sekarang; 

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang 

dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya 

suami istri; 

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat 

sudah berusaha menasehati Penggugat dan sudah ada upaya musyawarah 

dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar 

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan 

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang 

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana 

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : 

“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, 

dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan 
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sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan 

cara yang baik; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan 

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika 

terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah 

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi 

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 

huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b 

dan f Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 

maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas 

nama Penggugat, Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 9 Januari 2024, 

Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan 

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama 

Wamena tanggal 9 Januari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wamena tahun 2024; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxx)  terhadap 

Penggugat (xxxxxxxxxx); 

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, oleh Taufiqurrahman, 

S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu Achmad Habibul 

Alim Mappiasse, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim 

 

ttd 

Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. 

 

                                      Panitera Pengganti 

 

                                          ttd 

                                        Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I 

 

Perincian Biaya: 

1. Proses  : Rp.  0,- 

2. Panggilan  : Rp.  0,- 

3. Meterai  : Rp.  0,- 

Jumlah  Rp.  0,-  

     (nol rupiah) 
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